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Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.(
1. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi  terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat. Realisasi hak atas kesehatan dapat tercapai melalui beberapa pendekatan yang beragam, seperti misalnya:  pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan  atau pelaksanaan program–program yang dibentuk oleh WHO, atau adopsi instrument-instrumen hukum,  selain ini hak atas kesehatan mencakup beberapa komponen yang dapat dilaksanakan menurut hukum.

2. Hak asasi manusia atas kesehatan diakui dalam perangkat-perangkat internasional. Pasal  25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan : “Setiap manusia  mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup, bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang penting”. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya menyediakan pasal yang sangat lengkap dan mendetail mengenai hak atas kesehatan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Sesuai ketentuan pasal 12 (1). Kovenan, Negara menerima hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi fisik dan mental yang terjangkau.  Pasal 12 (2) menunjukkan melalui suatu ilustrasi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh  Negara peserta untuk mencapai realisasi yang utuh atas hak tersebut. Selain itu hak atas kesehatan diterima dalam pasal 5 (e) (iv) Konvensi Internasional Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, dalam pasal 11.1(f), dan pasal 12 Konvensi Internasional Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979  serta pasal 24 tentang Konvensi Hak Anak (1989). Beberapa perangkat hak asasi manusia regional juga mengakui hak atas kesehatan misalnya: European Social Charter (1961) yang telah direvisi (pasal 11), Piagam Hak Individu Dan Rakyat Africa Tahun 1981 (Pasal 16) dan Protokol Tambahan Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Area Hak Ekonomi,  Sosial, dan Budaya tahun 1988 (pasal 10).   Hak atas kesehatan juga dinyatakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia
, juga pada Deklarasi dan Program Aksi Wina (1963) dan perangkat internasional lainnya.

3. Hak asasi kesehatan sangat berhubungan dan bergantung kepada realisasi hak lainnya sebagai mana tercantum dalam Piagam Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas makanan, pekerjaan, pendidikan, harkat dan martabat, maupun non diskriminasi , persamaan, larangan atas penganiayaan, akses terhadap informasi dan kebebasan berkumpul, berpendapat dan bergerak. Hak-hak ini dan hak lainnya serta kemerdekaan mengarah kepada komponen integral hak atas kesehatan. 

4. Dalam merancang pasal 12 Kovenan, Komite Ketiga Majelis Umum PBB tidak   mengadopsi definisi kesehatan yang terdapat dalam Pembukaan Piagam WHO, yang menyatakan kesehatan sebagai keadaan fisik yang utuh, mental dan sosial yang baik serta ketiadaan penyakit, namun penjelasan pasal, 12 (1) Kovenan menyatakan bahwa “standar kesehatan fisik dan mental yang terjangkau” tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12.2 Kovenan, diketahui bahwa hak kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat  dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.

5. Komite menyadari bahwa bagi jutaan masyarakat di seluruh dunia, pemenuhan secara penuh hak atas kesehatan masih jauh dari harapan, lebih lagi, dalam banyak kasus, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, harapan ini hanyalah semakin jauh untuk menjadi kenyataan. Komite mengetahui bahwa keadaan struktural yang kokoh dan hambatan yang berasal dari internasional, serta faktor yang lain sebagai akibat kebijakan negaralah yang menghambat realisasi secara penuh dari pasal 12 di banyak negara.

6. Dengan suatu pandangan untuk membantu negara melaksanakan Kovenan dan pemenuhan kewajiban laporan negara, Komentar Umum ini berfokus pada isi normatif pasal 12 (bagian I). Kewajiban Negara (bagian II), pelanggaran (bagian III), pelaksanaan di tingkat nasional (bagian IV), sementara kewajiban pihak-pihak selain Negara dinyatakan dalam bagian V. Komentar Umum, didasarkan pada pengalaman Komite dalam menelaah laporan tiap Negara selama bertahun-tahun. 

I.  
SUBSTANSI NORMATIF PASAL 12.

7. Pasal 12.1 memuat definisi hak atas kesehatan, sementara pasal 12.2 menunjukkan secara ilustrasi dan mendetail contoh-contoh dari kewajiban Negara.

8. Hak atas kesehatan tidaklah dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat, hak atas kesehatan berisi hak kebebasan dan kepemilikan, kemerdekaan mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kebebasan seksual dan berproduksi dan hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk bebas dari penganiayaan, tindakan medis tanpa persetujuan dan eksperimen. Sebagai perbandingan, kepemilikan termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

9. Pernyataan “Standar Kesehatan Yang Memadai Dan Terjangkau” pada pasal 12 (1) mencakup keadaan biologis individu dan kondisi-kondisi sosial ekonomi serta sumberdaya yang ada pada Negara. Terdapat beberapa aspek yang tidak dapat diarahkan secara sendiri dalam hubungan antara Negara dan Individu. Secara khusus, kesehatan yang baik tidaklah dapat dijamin oleh Negara, dan tidak juga Negara menyediakan perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena itu, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat atau beresiko, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesehatan seseorang. Sehingga, Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

10. Sejak diadopsinya dua Kovenan internasional pada tahun 1966, kesehatan dunia berubah secara dramatis dan pemahaman mengenai kesehatan telah berubah secara substansial dan semakin luas cakupannya.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yang menjadi pertimbangan bertambah, misalnya distribusi sumber daya dan perbedaan gender. Definisi kesehatan menjadi semakin luas misalnya masalah-masalah sosial seperti kekerasan dan konflik bersenjata
. Terlebih, bentuk-bentuk penyakit baru seperti HIV dan AIDS dan penyakit lainnya yang telah menyebar seperti kanker, juga pertumbuhan populasi dunia yang sangat cepat telah menciptakan suatu hambatan baru bagi terealisasinya hak atas kesehatan, yang mana hal-hal tersebut diatas harus diperhatikan ketika menginterpretasikan pasal 12. 

11. Komite menginterpretasikan hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam pasal 12.1 sebagai hak inklusif yang luas, mencakup tidak hanya  pelayanan kesehatan yang tepat dan memadai,  namun juga mencakup faktor-faktor peranan kesehatan, misalnya akses terhadap air minum sehat dan sanitasi yang memadai. Suplai makanan sehat yang cukup dan akses kepada pendidikan dan informasi yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan kesehatan berproduksi. Aspek lain yang penting adalah partisipasi dari semua populasi dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat, tingkat nasional dan internasional.

12. Hak Kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung elemen yang penting dan terkait. penerapan yang tepat akan sangat bergantung pada kondisi-kondisi tertentu dalam Negara tertentu. Yaitu:

a. Ketersediaan. Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup disuatu Negara. Kecukupan akan Fasilitas barang dan jasa bervariasi dan bergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat pembangunan Negara. Meskipun demikian akan mencakup faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan misalnya, air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, rumah sakit, klinik, dan bangunan lain-lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Tenaga medis yang berpengalaman dan professional dengan penghasilan yang kompetitif serta obat yang baik sebagaimana  yang termaksud oleh WHO Action Programme on Essential Drugs.

b. Aksesibilitas. fasilitas kesehatan, barang dan jasa
, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam jurisdiksi Negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu:

1. Tdak diskriminasi.   Fasilitas kesehatan , barang dan jasa  harus dapat diakses oleh semua , terutama oleh masyarakat yang marginal atau masyarakat yang tidak terlindungi  oleh hukum dan dalam kehidupan nyata, tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga
.

2. Akses secara fisik. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara fisik  dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal, misalnya etnis minoritas atau masyarakat terasing, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, dan orang yang mengidap HIV / AIDS. Aksesibilitas juga berarti bahwa pelayanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan, misalnya air minum sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat dijangkau secara fisik, termasuk di daerah pinggiran, lebih jauh lagi aksesibilitas mencakup akses ke bangunan-bangunan bagi penyandang cacat. 

3. Akses ekonomi (terjangkau secara ekonomi). Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua. Pembayaran pelayanan perawatan kesehatan juga pelayanan yang terkait dengan faktor-faktor penentu kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesamaan, memastikan bahwa pelayanan ini, yang tersedia baik secara privat maupun publik, terjangkau oleh semua, termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial.  Kesamaan mensyaratkan  bahwa masyarakat miskin tidaklah harus dibebani biaya kesehatan secara tidak proporsional dibandingkan dengan masyarakat kaya.

4. Akses informasi. aksesibilitasnya mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide
, mengenai masalah-masalah kesehatan  namun akses informasi sama dengan hak kerahasiaan data kesehatan.

c. Penerimaan.  Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup.  Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.

d. Kualitas.  Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik.  Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai

13. Katalog yang lengkap dan mendetail  seperti yang dicontohkan dalam pasal 12.2, menyediakan pegangan dalam mengarahkan tindakan yang harus dilakukan oleh Negara, katalog ini memberikan contoh umum dan spesifik berbagai langkah-langkah yang muncul dari adanya definisi yang luas dari hak atas kesehatan dalam pasal 12.1 sehingga dapat menggambarkan isi dari hak atas tersebut, dimana lebih rinci lagi dicontohkan dalam paragraph berikut:

Pasal 12 (2): hak ibu, hak anak dan kesehatan reproduksi, 

14. Ketentuan-ketentuan untuk mengurangi angka keguguran bayi dan angka kematian bayi serta bagi perkembangan kesehatan anak (Pasal 12.2(a))
: dapat dipahami sebagai ukuran yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk akses pada KB, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan
, pelayanan kebidananan darurat dan akses terhadap informasi , serta sumber daya yang dibutuhkan untuk tindakan berdasarkan informasi tersebut
.

Pasal  12.2 (b) : Hak atas lingkungan alam dan tempat kerja yang sehat dan aman.

15. ”Peningkatan segala aspek lingkungan alam dan lingkungan industri yang higienis” (pasal 12.2 (b)) terdiri dari, antara lain: ukuran-ukuran preventif terhadap kecelakaan kerja dan penyakit. Persyaratan-persyaratan bagi pemenuhan suplai air minum yang sehat dan aman serta sanitasi dasar. Pencegahan dan pengurangan kerentanan masyarakat dari substansi yang membahayakan misalnya: radiasi dan zat kimia berbahaya atau kondisi lingkungan yang membahayakan, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada kesehatan seseorang
. Industri yang higienis mengarah pada minimalisasi, selama masih dalam praktek yang rasional, dari penyebab rusaknya kesehatan sehubungan dengan lingkungan kerja.
  Pasal 12.2 (b) juga mencakup perumahan yang sehat dan memadai serta lingkungan kerja yang higienis, persediaan makanan dan nutrisi yang cukup, tidak mendorong penyalahgunaan alkohol, penggunaan tembakau, obat-obatan dan substansi lain yang berbahaya.

Pasal 12 .2 (c) hak pencegahan, penanggulangan dan pemeriksaan penyakit.

16. Pencegahan dan penanggulangan serta pengawasan penyakit epidemik dan endemik, penyakit sehubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya (pasal 12 .2 (c)) membutuhkan adanya pembentukan program pencegahan dan pendidikan bagi tingkah laku yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya penyakit yang dilahirkan karena seks,  khususnya HIVAIDS dan penyakit yang berpengaruh pada kesehatan seksual dan reproduksi, promosi mengenai faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan yang baik, misalnya lingkungan yang aman, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan kesamaan gender. Hak atas perawatan mencakup pembentukan sistem perawatan, kesehatan dalam kasus kecelakaan, penyakit epidemik dan gangguan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan bantuan bencana alam serta bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat. Pengendalian penyakit yang dilakukan negara secara sendiri atau bersama-sama untuk, antara lain, menyediakan teknologi, menggunakan dan meningkatkan ketahanan epidemi dan koleksi data dengan dasar pemisahan, Pelaksanaan dan perluasan program imunisasi dan strategi lainnya mengenai pengendalian infeksi penyakit.

Pasal 12.2 (d) Hak atas fasilitas kesehatan, barang dan jasa

17. Penciptaan kondisi yang dapat menjamin adanya pelayanan medis dan perhatian medis dalam keadaan sakit (Pasal12.2(d)),  baik fisik maupun mental termasuk, pada akses yang sama  pada pencegahan dasar, kuratif, pelayanan rehabilitasi dan pendidikan kesehatan, program screening secara teratur, perawatan yang sesuai pada penyakit prevalent, kesakitan, cidera dan cacat terutama pada tingkat komunitas; ketentuan-ketentuan obat-obatan yang esensial; pengobatan atau perawatan kesehatan mental yang tepat. Aspek peningkatan lainnya adalah peningkatan keterlibatan masyatrakat secara mendalam dalam hal penyediaan pelayanan pencegahan serta penanggulangan kesehatan, seperti organisasi bidang kesehatan dan sistem asuransi, secara khusus, partisipasi dalam keputusan politik sehubungan dengan hak atas kesehatan di level komunitas tertentu dan negara.

Pasal 12, Topik khusus dan penerapan yang lebih luas 

Non diskriminasi dan perlakuan yang sama

18. Pasal 2.2 dan 3 Kovenan menjelaskan berbagai diskriminasi pada akses perawatan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan, juga pada wahana perlindungannya dengan dasar suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, perbedaan pandangan, kepunyaan, kelahiran, cacat mental dan fisik, status kesehatan (termasuk HIV/AIDS), orientasi seksual, status sosial, politik dan lain-lainnya yang bertujuan atau mempengaruhi penghapusan atau ketidakseimbangan kesamaan dalam menikmati atau pemenuhan hak atas kesehatan. Komite menekankan bahwa banyak standar-standar, misalnya program-program dan strategi yang dirancang untuk mengeliminasi diskriminasi sehubungan dengan kesehatan, dapat dicapai dengan implikasi sumber daya yang minimum melalui adopsi, modifikasi, abrogasi, perundang-undangan dan tukar-menukar informasi. Komite kembali menegaskan Komentar Umum No. 3 paragraf 12 yang menyatakan bahwa dalam suatu waktu dimana hanya terdapat sedikit sumber daya, anggota masyarakat yang lemah harus dilindungi dengan program biaya rendah.

19. Sehubungan dengan hak atas kesehatan, kesamaan akses pada perawatan dan pelayanan atas kesehatan haruslah ditentukan secara khusus. Negara  mempunyai kewajiban khusus untuk menyediakan bagi orang-orang yang tidak mempunyai wahana dengan suatu asuransi kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kewajiban untuk mencegah diskriminasi yang dilarang hukum internasional dalam ketentuan-ketentuan perawatan kesehatan dan  pelayanan kesehatan khususnya mengenai kewajiban utama hak atas kesehatan
, ketidaktepatan alokasi sumber daya kesehatan dapat berdampak pada diskriminasi yang tidak terelakkan. Contohnya investasi haruslah secara proporsional tidak tertuju pada pelayanan pengobatan kesehatan yang mahal, yang hanya dapat diakses oleh bagian populasi kecil dan khusus, daripada perawatan kesehatan dasar dan preventif yang berguna bagi sebagian besar populasi.

Perspektif Gender

20. Komite menyarankan bagi Negara untuk memasukkan perspektif gender dalam perencanaan program, kebijakan, penelitian berkaitan dengan hak, untuk mensosialisasikan kesehatan yang lebih baik bagi pria dan wanita. Pendekatan berbasis gender menerima bahwa faktor biologis dan sosiologis, budaya mempunyai peranan yang penting dalam mempengaruhi kesehatan pria dan wanita. Pemisahan data kesehatan dan data sosial ekonomi berdasarkan jenis kelamin sangat penting dalam identifikasi penanggulangan ketidaksamaan perlakuan  dalam kesehatan.

21. Untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan  sangatlah penting untuk merancang dan menerapkan strategi nasional yang komprehensif untuk mempublikasikan hak perempuan terhadap kesehatan dalam setiap aspek kehidupannya, strategi tersebut harus mencakup keterlibatan pada perorangan dan perawatan penyakit wanita, juga  kebijakan penyediaan akses pasa pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Tujuan utamanya haruslah untuk menurunkan resiko kesehatan wanita dari kekejaman domestik. Realisasi hak kesehatan atas wanita membutuhkan penghapusan  setiap penghambat dalam hal akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan informasi termasuk wilayah seksual dan kesehatan reproduksi. Juga sangat penting untuk mengambil tindakan pencegahan promosi dan pengobatan untuk melindungi wanita dari dampak domestik, norma tradisional budaya yang membahayakan yang tidak berpihak pada hak mereka dan hak reproduksi mereka.

Anak dan Remaja

22. Pasal 12.2 (a) menggariskan kebutuhan untuk mengurangi kematian bayi dan mempromosikan perkembangan kesehatan bagi bayi dan anak. Perangkat turunan hak asasi manusia internasional menerima bahwa anak dan remaja  mempunyai hak untuk menikmati standar kesehatan yang tinggi dan akses pada fasilitas untuk pengobatan penyakit
.  Konvensi Hak Anak mewajibkan kepada Negara untuk menjamin akses pada kesehatan yang penting bagi anak dan keluarganya, termasuk perawatan sebelum sesudah melahirkan. Kovenan menghubungkan tujuan ini dengan jaminan akses terhadap informasi yang berorientasi pada anak mengenai preventif dan tindakan promosi kesehatan dan dukungan pada keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan praktek ini. Pelaksanaan prinsip non diskriminasi mensyaratkan bahwa anak perempuan dan laki-laki, mempunyai akses yang sama pada nutrisi yang sama, lingkungan yang aman dan pelayanan kesehatan fisik dan mental. Sangatlah penting untuk mengadopsi ukuran-ukuran yang tepat dan efektif untuk meniadakan praktek tradisional yang membahayakan kesehatan anak, khususnya anak perempuan, termasuk pernikahan dini, pemusnahan genital wanita dan perawatan serta pengasuhan yang berpihak pada anak laki-laki
. Anak-anak cacat harus diberi kesempatan untuk menikmati pemenuhan kebutuhan hidup saat ini dan berpartisipasi melelui masyarakat tempat tinggalnya. 

23. Pihak Negara harus menyediakan lingkungan aman dan mendukung bagi remaja yang menjamin kesempatan berpartisipasi dalam pemuatan keputusan yang berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Untuk membangun keterampilan hidup untuk mendapatkan informasi yang sesuai, untuk menerima bimbingan dan berdiskusi mengenai pilihan sikap tingkah laku yang mereka lakukan. Realisasi hak kesehatan anak remaja sangat bergantung pada pengembangan perawatan kesehatan yang aman dengan memperhatikan kerahasiaan dan privasi serta mencakup pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.

24. Dalam setiap kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjamin hak atas kesehatan anak remaja, kepentingan yang terbaik bagi mereka harus menjadi pertimbangan dasar.

Orang Tua

25. Dalam hal hak atas kesehatan orang tua, Komite sesuai dengan paragraf 34 dan 35 dari Komentar Umum No.6 (1995) kembali menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi, menggabungkan elemen tindakan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi kesehatan. Ukuran tersebut harus berdasarkan pemeriksaan secara periodik kepada perempuan maupun lelaki. Rehabilitasi fisik dan psikologi ditujukan pemeliharaan fungsi dan otonomi orang tua; perhatian serta perawatan seorang berpenyakit kronis dan menghindarkan diri mereka dari rasa sakit yang tidak perlu dan memberikan  mereka kesempatan untuk  meninggal dengan bermartabat.

Penyandang Cacat

26. Komite kembali menegaskan paragraf 34 dari Komentar Umum No.5 yang ditujukan pada masalah penyandang cacat dalam konteks Hak Atas Kesehatan Fisik dan Mental, Komite juga menekankan pada kebutuhan, tidak hanya bidang kesehatan publik, juga jaminan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berpijak pada prinsip non diskriminasi dan hubungan dengan penyandang cacat. 

Masyarakat Adat

27. Dalam euforia pelaksanaan praktek-praktek dan hukum internasional serta ukuran-ukuran terkini yang dilakukan Negara dalam hubungan dengan masyarakat tradisional
, Komite yakin bahwa sangat penting  mengidentifikasi element yang dapat membantu merumuskan hak masyarakat tradisional atas kesehatan dengan tujuan memberikan kesempatan pada negara dimana didalamnya terdapat  masyarakat tradisional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 12 Kovenan. Komite menyadari bahwa masyarakat tradisional mempunyai hak atas standar-standar khusus untuk meningkatkan akses mereka pada perawatan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini harus sesuai dengan kultur, memasukkan unsur-unsur perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional. Negara harus menyediakan sumber daya bagi masyarakat tradisional untuk merancang , melaksanakan dan mengontrol pelayanan tersebut sehingga mereka dapat menikmati standar kesehatan, fisik dan mental yang baik dan terjangkau. Tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional juga harus dilindungi. Komite mencatat bahwa pada komunitas tradisional, kesehatan individu biasanya dihubungkan dengan kesehatan komunitas secara keseluruhan dan memiliki suatu dimensi kolektif. Dalam hal ini, Komite menyadari bahwa aktifitas pengembangan terkait yang mengarah pada penempatan masyarakat tradisional yang bertentangan dengan keinginan mereka, dari lingkungan dan dan wilayah tradisional mereka, menjauhkan mereka dari sumberdaya nutrisi dan menghancurkan hubungan simbolis dengan tanahnya, mempunyai dampak terhadap kesehatan mereka. 

Batasan-Batasan

28. Masalah-masalah kesehatan publik. Biasanya digunakan oleh Negara sebagai dasar pembatasan penerapan hak fundamental lainnya. Komite berharap secara khusus bahwa batasan-batasan Kovenan pada pasal 4 pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak individu dari pada membolehkan atau mengijinkan sosialisasi batasan-batasan Negara. Oleh karena itu, Negara misalnya, membatasi gerakan, penanaman, orang yang berpenyakit menular misalnya HIV atau AIDS tidak memberikan ijin dokter untuk menangani seseorang yang dipercaya berlawanan dengan pemerintah. Atau gagal dalam menyediakan imunisasi terhadap penyakit yang menyerang sebagian besar masyarakat dengan dasar keamanan Negara atau memelihara ketertiban umum, mempunyai beban pembenaran ukuran-ukuran utama dalam hubungan elemen satu sama lainnya yang dimaksud dalam pasal 4. Beberapa pembatasan harus menurut hukum, termasuk standar internasional Hak Asasi Manusia, sesuai dengan hak dasar yang dilindungi Kovenan dengan tujuan tercapainya legitimasi kepentingan. Dan merupakan hal yang penting bagi promosi kesejahteraan umum dalam masyarakat demokrasi.

29. Sesuai pasal 5 (1) beberapa batasan haruslah proporsional sebagai contoh alternatif, pembatasan minimum harus diadopsi dimana beberapa tipe batasan lain tersedia. Meski batasan dengan dasar perlindungan publik dibolehkan, harus ada limitasi waktu dan subyek untuk ditelaah. 

II.  KEWAJIBAN NEGARA

Kewajiban hukum umum

30. Sementara Kovenan menyediakan realisasi progresif dan pengetahuan mengenai penghambat seubungan dengan terbatasnya sumberdaya yang tersedia,  Kovenan juga mengikat negara dengan berbagai kewajiban yang mempunyai efek seketika.  Negara mempunyai kewajiban yang harus segera dilaksanakan sehubungan dengan hak kesehatan, misalnya jaminan bahwa hak akan diberikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun juga (pasal 2.2) dan kewajiban harus dilaksanakan menuju perwujudan penuh pasal 12.  Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara konkrit dan bertarget menuju perwujudan secara penuh hak atas kesehatan
.

31. Perwujudan progresif hak kesehatan dalam jangka waktu tertentu tidak harus dipahami sebagai pembebasan negara dari setiap kewajiban negara yang secara substansial penting.  Realisasi penuh tersebut berarti bahwa negara mempunyai kewajiban khusus yang kontinu, bergerak secara berkelanjutan dan efektif menuju perwujudan penuh hak atas kesehatan sesuai pasal 12.

32. Sama dengan hak lainnya dalam Kovenan, terdapat asumsi awal yang kuat bahwa langkah-langkah retrogesif yang dilakukan sehubungan dengan hak atas kesehatan tidak dapat dibolehkan.  Jika terdapat Langkah-langkah retrogesif yang secara bebas dilakukan, negara mempunyai beban pembuktian bahwa langkah-langkah tersebut dikenalkan setelah pertimbangan yang sangat hati-hati dari berbagai alternatif dan mereka dapat dibenarkan dengan referensi hak secara total yang tersedia dalam Kovenan dalam konteks penggunaan secara maksimum sumberdaya yang tersedia
.

33. Hak atas kesehatan, seperti halnya HAM, mewajibkan tiga tingkat kewajiban pada negara.  Kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan.  Dalam hal ini,  kewajiban pemenuhan berisi kewajiban untuk memfasilitasi, menyediakan dan penggalakan
.  Kewajiban penghormatan mensyaratkan negara untuk dapat bertahan untuk campurtangan secara  langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan hak atas kesehatan.  Kewajiban perlindungan mensyaratkan negara untuk mengambil lankah-langkah yang dapat mencegah pihak ketiga dalam campur tangan dengan jaminan pasal 12.  Akhirnya, kewajiban pemenuhan mensyaratkan negara untuk mengadopsi perundang-undangan, administrasi, keuangan, peradilan, penggalakan dan langkah lain menuju perwujudan hak atas kesehatan  

Kewajiban Hukum Khusus

34. Secara khusus Negara mempunyai kewajiban hak atas kesehatan antara lain: mencegah pembatasan akses yang sama terhadap semua orang termasuk tahanan atau kaum minoritas pencari suaka dan imigran illegal, bagi pelayanan pencegahan atau pengobatan kesehatan; tidak melakukan diskriminasi sebagai kebijakan Negara; tidak menerapkan praktik diskriminasi sehubungan dengan status kesehatan wanita. Lebih jauh lagi, kewajiban penghormatan termasuk kewajiban Negara untuk mencegah pelarangan perawatan prefentif tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan, dari pemasaran obat yang tidak aman dan dari penerapan perawatan kesehatan secara koersif, hanya jika dalam hal pengecualian dasar bagi perawatan penyakit mental atau pencegahan serta kontrol penyakit yang bisa dikomunikasikan.  Beberapa kasus khusus harus menjadi subjek dalam kondisi khusus dan terbatas, sehubungan dengan praktek yang baik dan berstandar internasional, termasuk Prinsip untuk Perlindungan Orang dengan Penyakit Mental dan Peningkatan Perawatan Kesehatan Mental.
  Sebagai tambahan, Negara harus mencegah dari pembatasan akses terhadap kontrasepsi  dan perangkat lain untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi, menahan atau tidak berniat menunjukkan informasi kesehatan, termasuk pendidikan seksual dan informasi juga dari mencegah partisipasi orang dalam masalah terkait kesehatan Negara juga harus mencegah polusi air, dan tanah contohnya melalui pembuangan industri dan fasilitas untuk Negara, melakukan tes nuklir, senjata biologis dan kimia, jika tes tersebut menyebabkan pada menyebarnya substansi yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan membatasi akses untuk pelayanan kesehatan sebagai suatu tindakan hukuman, contohnya ketika terjadi konflik bersenjata dalam pelanggaran hukum humaniter internasional.

35. Kewajiban melindungi mewajibkan Negara untuk, antara lain, mengadopsi undang-undang atau mengambil tindakan-tindakan dalam menjamin akses yang sama dalam perawatan kesehatan dan pelayanan sehubungan pelayanan yang dilakukan pihak ketiga; memastikan bahwa privatisasi sektor kesehatan berpengaruh pada ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas kesehatan, barang-barang dan pelayanan; mengontrol pemasaran perlengkapan medis, dan obat-obatan oleh pihak ketiga; menjamin bahwa praktisi medis dan profesional kesehatan lainya memenuhi standar pendidikan, pengetahuan dan kode etik. Negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa keadaan sosial yang membahayakan praktek tradisional tidak mengganggu akses pada perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dan keluarga berencana; untuk mencegah pihak ketiga memaksa wanita untuk menuruti praktek tradisional, contohnya mutilasi alat kelamin perempuan; dan mengambil tindakan untuk melindungi setiap kelompok atau komunitas yang termarjinalisasi, khususnya wanita dan anak-anak remaja dan orang tua, dari kekerasan yang berbasis gender, Negara harus juga menjamin bahwa pihak ketiga tidak membatasi akses tiap orang pada informasi dan pelayanan kesehatan.

36. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan pihak Negara untuk memberikan pengakuan hak atas kesehatan dalam politik nasional dan sistem hukum, khususnya melalui pelaksanaan undang-undang dan untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dengan rencana detail untuk merealisasikan hak kesehatan. Negara-negara harus menjamin pelaksanaan perawatan kesehatan termasuk program imunisasi terhadap penyakit infeksi dan menjamin akses yang sama kepada faktor-faktor penentu kesehatan, misalnya makanan yang aman dan bernutrisi, air minum yang bersih dan sehat, sanitasi dasar dan kondidsi perumahan dan tempat tinggal yang memadai infrastruktur kesehatan publik harus menyediakan pelayanan kesehatan dan reproduksi, termasuk keadaan ibu yang  sehat  khususnya pada daerah pinggiran Negara harus menjamin training  atau pelatiahan yang sesuai bagi dokter dan personil medis lainya, jumlah rumah sakit yang cukup dan memadai, klinik dan fasilitas kesehatan yang memadai dan promosi serta dukungan pada pengadaan institusi yang yang menyediakan konsultasi dan pelayanan kesehatan mental, dengan harapan adanya distribusi yang seimbang diseluruh Negara, kewajiban lebih jauh termasuk ketentuan sistem asuransi kesehatan publik dan privat yang terjangkau bagi semua. Promosi penelitian medis dan pendidikan kesehatan juga penyebarluasan informasi, khususnya pada HIV / AIDS, kesehatan seksual dan reproduksi  praktik tradisional kekerasan dalm keluarga dan penyalahgunaan alkohol dan rokok, obat-obatan dan yang berbahaya lainya.  Negara-negara juga diisyaratkan untuk mengadopsi standar-standar lingkungan dan pekerjaan yang membahayakan dan terhadap tiap tindakan yang dilakukan berdasarkan data epidemi. Demi tujuan ini mereka  menformulasikan dan melaksanakan kebijakan internasional dengan tujuan untuk mengurangi dan mengeliminasi polusi udara ,air dan tanah termasuk polusi yang ditimbulkan oleh bahan logam misalnya timbal dari bensin, lebih lagi Negara diharapkan untuk menformulasikan, melaksanakan dan menerapkan serta mengkaji secara periodik, kebijakan nasional yang terkait untuk meminimalisasi resiko penyakit dan kecelakaan kerja juga menyediakan kebijakan nasional terkait pada pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja
.

37. Kewajiban untuk menfasilitasi masyarakat  antara lain mengambil ukuran positif yang membolehkan dan membantu individu dan komunitas untuk pemenuhan hak atas kesehatan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan, Negara harus memenuhi  hak khusus  yang ada pada Kovenan dimana individu atau komunitas tidak dapat dengan alasan diluar kendali mereka untuk merealisasikan hak itu  dengan perangkat yang ada padanya. Kewajiban pemenuhan atas hak kesehatan mensyaratkan Negara untuk mengambil tindakan dalam menciptakan, menjaga, memulihkan kesehatan masyarakat.

Kewajiban itu mencakup:

(i) mendorong pengakuan faktor-faktor yang berpihak atau berpengaruh positif  terhadap kesehatan. contohnya penilitian dan pemberlakuan informasi.

(ii) menjamin pelayanan kesehatan sesuai secara budaya dan staf perawatan kesehatan terlatih  untuk mengenali dan merespon kebutuhan-kebutuhan khusus dan kelompok rentan dan marginal.

(iii) menjamin bahwa Negara menjamin kesehatanya dalam penyebarluasan  informasi yang sesuai berkaitan dengan gaya hidup sehat dan netral. Praktek tradisional yang membahayakan dan penyediaan pelayanan.

(iv) mendukung orang dalam pembuatan dalam pemilihan informasi mengenai kesehatan.

38. Dalam Komentar Umum No.3  Komite memberikan perhatian pada kewajiban Dari semua Negara untuk mengambil langkah-langkah secara individu dan melalui bantuan internasional dan kerja sama dalam bidang ekonomi dan teknis, menuju pada realisasi secara penuh yang diakui oleh Kovenan misalnya hak atas kesehatan dengan semangat pasal 56 piagam  PBB, ketentuan khusus tentang Kovenan (pasal 12, 21, 22, 23) dan deklarasi  Alma-ata mengenai perawatan kesehatan dasar. Negara harus mengakui peranan penting dari kerjasama internasional dan comply dengan komitmen mereka untuk bersama-sama dan sendiri-sendiri. Untuk mencapai realisasi penuh hak atas kesehatan dalam hal ini Negara mengacu pada deklarasi Alma-ata yang menyatakan bahwa status sebagian orang dalam hal kesehatan tidaklah sama, khususnya antara negaa maju dan berkembang juga antara tiap-tiap daerah secara politik, sosial, ekonom, dan budaya tidaklah dapat diterima. Oleh karena itu merupakan masalah bagi tiap Negara
.

39. Untuk mentaati kewajiban internasional, dalam kaitandengan pasal 12, Negara harus menghormati pemenuhan hak atas kesehatan di Negara lain, dan mencegah pihak ketiga melanggar hak atas Negara lain, jika Negara mampu mempengaruhi  pihak ketiga melalui jalan hukum ataupun jalan politik menurut ketentuan piagam PBB dan ketentuan internasional  yang berlaku, didasarkan pada ketersediaan sumber daya, Negara harus memfasilitasi akses pada fasilitas kesehatan yang penting, barang dan jasa di Negara lain, jika memungkinkan dan menyediakan bantuan jika dibutuhkan
. Negara harus menjamin hak atas kesehatan diberiakan berdasarkan perjanjian internasional dan oleh karena itu harus memperhatikan pengembangan perangkat hukum lebih dalam hubungan perjanjian internasional, Negara harus mengambil langkah untuk menjamian bahwa perangkat hukum itu  tidak secara langsung berpengaruh pada hak atas kesehatan bersamaan dengan itu, Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa tindakan mengenai anggota organisasi internasional adalah sesuai dan memenuhi hak atas kesehatan. dengan berdasarkan hal tersebut  Negara anggota organisasi institusi finansial seperti: IMF, Bank Dunia, dan bank pembangunan regional Harus memberikan perhatian yang lebih pada perlindungan atas kesehatan dalam mempengaruhi kebijakan pinjaman, perjanjian kredit dan standar internasional dari institusi ini.

40. Negara – negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan piagam PBB dan resolusi majlis umum PBB yang relevan dari mahkamah kesehatan dunia bertanggung jawab untuk bekerja sama dalam menyediakan bantuan bencana alam dan bantuan humaniter dalam hal keadaan darurat termasuk bantuan pada pengungsi dan orang-orang secara internal tidak berada ditempatanya. Tiap Negara harus berkonstitusi  dalam tugas ini dengan segenap kapasitasnya. Prioritas pada penerapan bantuan medis internasional, distribusi dan menejemen sumber daya , misalnya air minum aman dan sehat persediaan makanan dan obat-obatan, bantuan finan sial harus diberikan pada kumpulan atau populasi yang rentan dan marginal, lebih lagi menyadari betapa penyakit  dapat menyebar sampai batas Negara, komunitas internasional memiliki kewajiban kolektif dalam masalah ini, Negara yang maju secara ekonomi mempunyai kewajiban khusus dan kepentingan untuk membantu Negara miskin dalam hal ini.

41. Negara-negara harus mencegah untuk melakukan embargo atau tindakan serupa dalam membatasi persediaan Negara lain dengan obat-obatan yang cukup dan perlengkapan medis. Pembatasan pada barang tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai instrument penekan secara politik dan ekonomi, dalam hal ini Komite dalam kewenangannya dinyatakan dalam Komentar Umum No.8 mengenai hubungan sanksi ekonomi dan penghormatan pada hak ekonomi  sosial dan budaya.

Kewajiban Inti

42. Sementara hanya pihak Negara yang merupakan pihak dalam Kovenan sehingga juga bertanggung jawab dalam pelaksanaanya tiap anggota masyarakat dan individu, termasuk profesional kesehatan, keluarga, komunitas lokal organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan juga sektor swasta, mempunyai tanggung jawab dalam realisasi hak atas kesehatan Negara, oleh karena itu harus menyediakan lingkungan yang dapat menfasilitasi tanggung jawab ini.

43. Dalam Komentar Umum No. 3 Komite menegaskan bahwa Negara mempunyai kewajiban utama untuk menjamin pelaksanaan, paling tidak tingkat minimum dari tiap hak yang ada pada Kovenan termasuk perawatan kesehatan dasar yang penting dinyatakan dalam perangkat kontemporer misalnya: Deklarasi Alma-Ata Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan
, menyediakan petunjuk mengenai kewajiban inti dari pasal 12. Berdasarkan hal tersebut dalam pandangan Komite, kewajiban inti  mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Menjamin akses pada fasilitas kesehatan barang dan jasa dengan dasar non diskriminasi khususnya bagi golongan rentan dan marginal.

b. menjamin akses pada makanan yang penting yang secara nutrisi memadai dan aman memastikan kebebasan dari kelaparan dari tiap-tiap orang.

c. menjamin akses pada pemukiman dasar perumahan dan sanitasi serta persediaan air yang memadai dan sehat .

d. menyediakan obat-obatan yang dari waktu  kewaktu telah ditetapkan dalam Program Aksi WHO Mengenai Obat-obatan yang Esensial

e. menjamin fasilitas kesehatan barang dan jasa terdistribusi secara seimbang.

44. Komite yang menegaskan bahwa hal-hal berikut merupakan kewajiban-kewajiban yang dapat dijadikan prioritas perbandingan .

a. Menjamin perawatan reproduksi ibu sebelum dan sesudah melahirkan dan anak.

b. menyediakan imunisasi penyakit infeksi yang terjadi dalam masyarakat.

c. mengambil langkah-langkah pencegahan penanggulangan dan kontrol terhadap penyakit epidemik dan endemik.

d. menjamin pendidikan dan akses informasi mengenai problem utama kesehatan dimasyarakat termasuk metode dalam mencegah dan mengendalikanya.

e. menyediakan training yang memadai bagi personil kesehatan termasuk pendidikan kesehatan dan hak asasi manusia.

45. Untuk menghindari segala keraguan, Komite ingin menekankan secara khusus pejabat Negara yang berwenang dan pihak yang lainya yang terkait melakukan bantuan, menyediakan kerja sama dan bantuan internasonal khususnya teknis dan ekonomi
 agar Negara dapat berkembang dapat memenuhi kewajiban inti  dan lainya, sebagai mana dimaksud  dalam No. 43 dan No. 45.

III. PELANGGARAN

46. ketika konteks normatif pasal 12 diaplikasikan pada keawajiban Negara, proses dinamik dibentuk dalam alur yang menfasilitasi, identifikasi pelanggaran-pelanggaran hak atas kesehatan, paragraf  berikut menyediakan ilustrasi pelanggaran-pelanggaran dalam pasal 12.

47. Dalam memperjelas tindakan sikap diam terhadap pelanggaran hak atas kesehatan, sangatlah penting untuk membedakan ketidakmampuan dan ketidakmauan  Negara untuk memenuhi kewajiban dalam pasal 12.  Hal ini mengikuti ketentuan pasal 12 (1) yang menerangkan standar kesehatan tinggi yang dapat terjangkau juga berdasar pasal  2 (1) Kovenan yang mewajibkan setiap Negara untuk mengambil langkah pada penyediaan secara maksimum segala sumber daya. Negara yang berkemauan untuk menggunakan sumber daya yang ada secara maksimum  dan terealisasinya hak atas kesehatan adalah dalam keadaan melanggar kewajiban pasal 12.  Jika sumber daya yang didayagunakan terbatas,  sehingga tidak memungkinkan Negara mematuhi secara penuh kewajiban-kewajiban yang dinyatakan Kovenan, Negara mempunyai beban untuk pembuktian bahwa setiap usaha atau tindakan yang tidak dilakukan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk memastikan, sebagai suatu prioritas, mengenai kewajiban diatas. Harus ditekankan, bagaimanapun juga, bahwa Negara harus melakukan justifikasi ketidak patuhan terhadap kewajiban inti  yang ada pada pasal 3, yang mana tidak dapat dikesampingkan.

48. Pelanggaran hak atas kesehatan dapat terjadi melalui tindakan langsung Negara atau badan Negara lainya yang diatur tidak terperinci oleh Negara. Adopsi dari tiap ketentuan yang tidak sesuai dengan kewajiban  inti menurut hak atas kesehatan. Pelanggaran melalui tindakan aktif termasuk penundaan formal dari perundangan yang penting bagi pemenuhan yang berkesinambungan dari hak atas kesehatan atau adopsi kebijakan atau aturan perundangan yang berwujud pada ketidakseimbangan dengan kewajiban internasional dan domestik, sehubungan dengan hak atas kesehatan.

49. Pelanggaran hak atas kesehatan dapat terjadi melalui sikap diam atau kelalaian Negara dalam mengambil tindakan-tindakan  dan kewajiban-kewajiban hukum. Pelanggaran melalui sikap diam atau kelalaian untuk mengambil langkah yang tepat menuju realisasi dari hak setiap oraang untuk mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang terjangkau, kelalaian dalam kebijakan nasional pada kesehatan kerja, juga pelayanan kesehatan dan kelalaian untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Pelanggaran kewajiban penghormatan

50. Pelanggaran kewajiban penghormatan adalah tindakan, kebijakan-kebijakan, atau ketentuan-ketentuan Negara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada pada pasal 12 Kovenan dan yang membahayakan secara fisik. Seperti contoh menyangkut penghindaran terhadap akses fasilitas kesehatan barang dan jasa, bagi kelompok atau individu tertentu, sebagai akibat dari diskriminasi de jure dan de facto : misinterpretasi vital pada perlindungan data perawatan, penundaan perundang-undangan  atau adopsi hukum atau kebiijakan yang mencampuri pemenuhan setiap komponen atas kesehatan dan kelalaian Negara untuk ambil bagian dalam kewajiban hukum terhadap hak atas kesehatan ketika masuk dalam perjanjian bilateral dengan Negara lain, organisasi internasional dan badan lainya seperti perusahaan multinasional.

Pelanggaran kewajiban melindungi

51. pelanggaran kewajiban untuk melindungi merupakan lanjutan dari kelalaian Negara dalam mengambil setiap tindakan yang perlu untuk melindungi setiap orang melalui kewenangan dari pelanggaran hak atas kesehatan dari pihak ketiga. Kategori ini termasuk dalam sikap sebagai kelalaian untuk mengatur kegiatan individu kumpulan atau perusahaan. Sehingga dapat mencegah mereka melanggar hak atas kesehatan.

Pelanggaran kewajiban pemenuhan

52. pelanggaran kewajiban pemenuhan terjadi melalui kelalaian Negara untuk mengambil sikap langkah yang perlu untuk menjamin regulasi hak atas kesehatan seperti: mancakup kelalaian untuk mengadopsi atau melaksanakn kebijakan nasional, yang dirancang untuk menjamin hak atas kesehatan bagi semua. Pengeluaran yang tidak cukup dari sumber daya publik yang menimbulkan ketidak mampuan pemenuhan hak atas kasehatan oleh kelompok atau individu khususnya mereka yang rentan atau marginal. Kelalaian mengawali hak atas kesehatan pada tingkat nasional contohnya: dengan mengidentifikasi indikator hak atas kesehatan, kelalaian untuk mengambil langkah untuk mengurangi distribusi yang tidak seimbang pada fasilitas kesehatan barang dan jasa, dan lainnya.

IV. PELAKSANAAN PADA LEVEL NASIONAL

Kerangka hukum dan perundang-undangan

53. Ukuran-ukuran yang tepat dapat dilakukan untuk melaksanakan hak atas kesehatan dapat bervariasi dari satu Negara dengan negara lain. Setiap Negara mempunyai batas diskresi dalam mengkaji langkah yang paling tepat dalam suatu kondisi tertentu, telah  mengimpor tugas-tugas Negara untuk mengambil langkah yang perlu demi menjamin bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap fasilitas barang dan jasa, kesehatan sehingga mereka dapat menikmati sebaik dan secepat yang mereka perlukan. Standar fisik dan mental yang tinggi dan terjangkau. hal ini membutuhkan strategi nasional  untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan prinsip HAM yang telah menjelaskan tujuan dari strategi, dan formulasi kebijakan sehubungan indikator hak kesehatan. strategi kesehatan nasional juga harus mengidentifikasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, juga cara yang paling menggunakan sumber daya.

54. Formulasi dan implementasi strategi kesehatan nasional dan rencana tindakan harus menghormati prinsip nondiskriminasi dan partisipasi masyarakat secara khusus, hak individu dan kelompok  untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dimana dapat mempengaruhi perkembanganya. Harus merupakan komponen integral dari tiap kebijakan program atau strategi yang dikembangkan untuk memaksa kewajiban negara berdasar pasal 12. promosi kesehatan harus melibatkan komunitas secara efektif dalam membentuk prioritas membuat putusan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi  strategis untuk mencapai kesehatan yang lebih baik, dan partisipasi masyarakat dijamin oleh Negara.

55. Strategi kesehatan nasional dan rencana aksi harus didasarkan pada pertanggungjawaban tranparansi dan kebebasan membuat keputusan karena azas pemerintahan yang baik merupakan hal yang utama dalam implementasi HAM yang efektif termasuk realisasi hak atas kesehatan dengan tujuan menciptakan iklim yang mendukung bagi terealisasinya hak atas kesehatan. Negara harus mengambil langkah yang tepat untuk menjamin sektor bisnis swasta dan masyarakat sipil sangat sadar akan pentingnya hak atas kesehatan dalam hidupnya.

56. Negara harus memperhatikan dan mempertimbangkan adopsi kerangka  hukum untuk pelaksanaan strategi hak atas kesehatan. kerangka hukum harus menciptakan mekanisme nasional untuk memonitor pelaksaaan  strategi kesehatan nasional dan mencakup ketentuan dengan target untuk dicapai kerangka waktu untuk mencapainya, perangkat dimana acuan hak atas kesehatan dapat dicapai dengan kolaborasi yang direncanakan dengan masyarakat termassuk ahli kesehatan, sektor swasta termasuk organisasi internasional, institusi bertangguang jawab atas pelaksanaan strategi nasional serta prosedur-prosedur yang mungkin  dalam memantau perkenmbangan menuju realisasi hak atas kesehatan, Negara harus mengidentifikasi faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban.

Hak Atas Indikator Dan Tolok Ukur Kesehatan  

57. Srategi nasional harus mengidentifikasi acuan dan indikator hak atas kesehatan, indikator harus dirancang untuk memonitor pada tingkat nasional dan internasional kewajiban Negara berdasarkan pasal 12. Negara harus mendapat panduan pada indikator hak atas kesehatan yang sesuai ditujukan pada berbagai hak atas kesehatan. dari pekerjaan WHO dan UNICEF yang sedang berlangsung dalam bidang ini. Indikator hak atas kesehatan membutuhkan perlindungan pada dasar pelarangan  diskriminasi.

58. Setelah dapat menemukan indikator hak atas kesehatan yang tepat, Negara membentuk acuan nasional yang tepat dalam hubunganya dengan tiap indikator  selama prosedur pelaporan. Komite akan melakukan proses pemantauan bersama Negara mencakup penimbangan bersama Komite dan Negara mengenai acuan dan indikator yang kemudian keduanya akan menyediakan target pencapaian selama periode pelaporan, selanjutnya  dalam jangka waktu 5 tahun Negara akan menggunakan  acuan nasional untuk memonitor pasal 2 kemudian dalam proses pelaporan, Negara dan Komite akan memperhatikan upaya agar dapat tercapai, dan alasan-alasan untuk tiap  kesulitan yang mungkin muncul.

Cara Penyelesaian dan Pertanggungjawaban

59. Tiap orang atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran hak atas kesehatan harus mempunyai akses pada  peradilan yang efektif atau upaya hukum lainnya yang sesuai dalam level nasional dan internasional
, semua korban pelanggaran harus mempunyai hak untuk pemulihan yang memadai, yang mungkin membutuhkan restetisi, kompensasi, kepuasan atau jaminan dan non repetisi. ombudsman nasional, komisi hak asasi manusia, forum konsumen, asosiasi hak pasien atau institusi lain yang sama harus mengenali pelanggaran hak atas kesehatan .

60. Penggunaan dalam tatanan hukum domestik dari perangkat hukum internasional mengakui atau menerima hak atas kesehatan yang dapat memperluas cakupan dan efektifitas dari ukuran dan tindakan pemulihan yang harus didorong pada segala kasus
, inkorporasi memungkinkan penghasilan untuk menilai pelanggaran hak atas kesehatan atau paling tidak kewajiban inti  melalui referensi langsung Kovenan.

61. Hakim dan anggota profesional hukum harus didorong oleh Negara untuk memberikan perhatian pada pelanggaran atas kesehatan dalam pelaksanaan fungsinya.

62. Negara harus menghormati, melindungi, memfasilitasi dan melakukan pekerjaan konseling HAM dan anggota lain dari masyarakat sipil, dengan paradigma membantu kelompok yang rentan dan marginal dalam realisasi hak atas kesehatan.

Kewajiban pihak lain selain Negara Penandatangan

63. Peranan badan khusus PBB dan programnya, serta secara khusus fungsi yang diberikan kepada WHO dalam realisasi hak atas kesehatan ditingkat internasional  dan regional atau Negara, merupakan hal yang sangat penting sama dengan fungsi dari UNICEF dalam hubungan dengan hak kesehatan anak . ketika memformulasi dan melaksanakan strategi nasional hak atas kesehatan, Negara harus menyediakan dirinya sendiri bantuan teknis dan kerjasama  dgn WHO. Lebih jauh lagi, ketika menyiapkan laporan, Negara harus mendayagunakan laporan yang ada dan pelayanan konseling WHO sehubungan dengan koleksi data, pemisahan dan pengembangan acuan dan indikator hak atas kesehatan.

64. Lebih lagi, usaha yang terkoordinasi bagi realisasi hak atas kesehatan harus dipelihara untuk memperluas interaksi antara para pihak yang terlibat termasuk komponen masyarakat sipil. Sesuai pasal 22 dan 23 Kovenan WHO, ILO, UNDP, UNCEF, WTO dan badan yang lain yang terkait dengan PBB, harus bekerja sama dengan Negara secara efektif, membangun keahlian dalam pelaksanaan hak atas kesehatan ditingkat nasional sehubungan dengan mandat individual. Secara khusus, institusi  finansial internasional, sebagai contoh World Bank dan IMF  harus memberikan perhatian yang lebih pada perlindungan hak kesehatan pada kebijakan peminjamannya, perjanjian kredit dan penyesuaian struktural. Ketika menganalisa laporan Negara dan kemampuan mereka  dalam memenuhi kewajiban berdasarkan pasal 12, Komite akan memperhatikan pengaruh dari bantuan yang disediakan oleh pihak yang lainya. adopsi pendekatan berbasis HAM oleh badan khusus PBB, program-program PBB, dan Badan PBB itu akan memfasilitasi dengan baik hak atas kesehatan. pada pemeriksaan laporan Negara peserta, Komite juga akan mempertimbangkan peranan asosiasi profesional kesehatan dan organisasi non pemerintah lainya, sehubungan  dengan kewajiban Negara terhadap pasal 12. 

65. Peranan WHO, UNHCR, ICRC dan asosiasi medis nasional, merupakan hal yang penting sehubungan dengan pemulihan bencana alam dan bantuan humaniter dalam keadaan darurat, mencakup bantuan bagi pengungsi dan orang yang asing. Prioritas dalam ketentuan internasional, bantuan medis distribusi dan manajemen sumber daya, misalnya air minum yang aman dan persediaan medis bantuan finansial harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan atau marginal. 


( Diadopsi pada mei 2000


� sebagai contoh, prinsip non diskriminasi sehubungan dengan fasilitas, barang dan pelayanan kesehatan secara hukum ditegakkan di beberapa jurisdiksi negara


� Dalam resolusinya no 11 tahun 1989


� Prinsip-prinsip perlindungan individu-individu yang mempunyai penyakit mental dan peningkatan pelayanan kesehatan mental diadopsi oleh majelis umum PBB di tahun 1991 (resolusi 46/119) dan komentar umum komite no. 5 mengenai individu penyandang cacat termasuk individu dengan penyakit mental;  Program pelaksana konferensi internasional mengenai masyarakat dan pembangunan yang diselenggarakan di kairo tahun 1994, juga deklarasi dan program pelaksana konferensi dunia mengenai wanita keempat di Beijing tahun 1995 yang berisi definisi kesehatan reproduksi dan kesehatan wanita.


� ketentuan umum 3 konvensi jenewa mengenai perlindungan korban perang (1949), tambahan protocol I (1977) sehubungan dengan perlindungan internasional konflik bersenjata pasal 75 (2) (a); tambahan protocol II (1977) sehubungan dengan perlindungan konflik bersenjata non internasional pasal 4 (a)


� Lihat Daftar WHO mengenai obat-obatan essensial, direvisi desember 1999, Informasi obat WHO, vol. 13, No. 4, 1999


� meskipun secara tidak langsung tersedia, segala referensi di komentar umum ini mengenai Fasilitas kesehatan, barang dan jasa mencakup faktor-faktor penentu kesehatan yang digariskan pada no 11 dan 12 (a) komentar umum ini


� Lihat no. 18 dan 19 Komentar umum ini


� Lihat pasal 19.2 konvensi internasional mengenai hak sipil dan politik.  Komentar umum ini memberikan ketentuan-ketentuan  khusus untuk mengakses informasi karena kepentingan khusus masalah ini sehubungan dengan kesehatan





� dalam literatur dan praktik mengenai hak atas kesehaan,  tiga tingkat pelayanan kesehatan secara berkala mengarah pada :  Pelayanan kesehatan dasar biasanya berkaitan dengan penyakit umum dan penyakit yang relatif minordan disediakan oleh professional kesehatan dan atau dokter umum yang terlatih yang bekerja dalam komunitas dengan biaya yang rendah.  Pelayanan kesehatan sekunder tersedia secara terpusat, biasanya rumah sakit dan secara khusus berkaitan dengan penyakit yang relative umum dan minor atau penyakit serius yang tidak dapat diatasi pada levem masyarakat, menggunakan professional kesehatan yang terlatih dan dokter-dokter, peralatan khusus dan kadang-kadang perawatan pasien berada pada biaya yang tinggi.  Pelayanan kesehatan tersier tersedia pada pusat-pusat tertentu, berhubungan dengan sedikit penyakit minor atau serius yang membutuhkan professional kesehatan dan dokter-dokter spesialis yang terlatih , peralatan yang khusus, dan biasanya mahal.  Karena pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier biasanya saling tunpang-indih dan berhubungansatu dengan yang lainnya, penggunaan tipologi ini tidak selalu menyediakan criteria pembedaan yang cukup untuk membantu mengkaji level atau tingkat pelayanan kesehatan mana yang harus disediakan oleh Negara dan juga membantu secara terbatas sehubungan dengan pemahaman normative mengenai pasal 12 


� Menurut WHO,  angka keguguran bayi tidaklah umum digunakan lagi, angka kematian bayi dan anak dibawah usia 5 tahun juga menjadi ukuran 


� Prenatal diindikasikan terjadi atau sedang terjadi sebelum kelahiran; perinatal mengacu pada periode pendek sebelum dan sesudah kelahiran (pada statistik medis,periode dimulai dengan penyempurnaan 28 minggu perkembangan bayi dalam kandungan dan secara beragam didefinisikan sebagai akhir adalah antara satu sampai empat minggu setelah kelahiran; neonatal, sebaliknya mencakup periode yang secara khusus terjadi pada empat minggu pertama setelah kelahiran sementara post natal diindikasikan sebagai kejadian  setelah kelahiran.  Dalam komentar umum ini, terminology umum pre dan post natal diartikan secara eksklusif


� Kesehatan reproduksi, berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kebebasan untuk memutuskan saat-saat untuk bereproduksi dan hak untuk diberi informasi dan akses pada metode KB yang aman, efektif dan terjangkau serta diterima, sebagai pilihan mereka  selain juga hak untuk mengakses pelayanan kesehatan yang sesuai sehingga dapat sebagai contoh, membuat wanta melewati masa kehamilan dan kelahiran dengan aman.


� Komite memberikan catatan dalam hal ini mengenai Prinsip I deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan bahwa “Manusia mempunyai hak fundamental atas kebebasan, kesamaan, dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam kualitas lingkungan yang berderajat dan bermartabat.  Sebagai perkembangan terkini dari hukum internasional termasuk resolusi majelis umum 45/94 dalam kebutuhan untuk menjamin lingkungan yang sehatdan memadai bagi individu-individu;  Prinsip I deklarasi RIO; danperangkat HAM regional eperti pasal 10 protokol san Salvador pada Konvensi Amerika mengenai HAM


� Konvensi ILO no 155 pasal 4.2


� Lihat no. 12 (b) dan catatan 8 diatas


� Untuk kewajiban utama, lihat no. 43 dan 44 komentar umum ini


� Pasal 24.1 konvensi hak anak


� Lihat resolusi Majelis kesehatan dunia WHA47.10.1994, yang berjudul Kesehatan Ibu anak dan KB: Praktek tradisional yang berbahaya bagi kesehatan wanita dan anak


� Norma internasional yang berlaku saat ini sehubungan dengan masyarakat tradisional mencakup konvensi ILO no. 169 mengenai masyarakat liar dan tradisional di Negara yang merdeka (1989); pasal 29 (c) dan (d) dan pasal 30 konvensi hak anak (1989); pasal 8 (j) keanekaragaman biologi (1992), menyarankan Negara untuk menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik komunitas terasing; Agenda 21 konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan (1992), secara khusus pada BAB 26; dan bagian I,paragraph 20 deklarasi wina dan program pelaksana (1993), menyatakan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin penghormatan HAM bagi masyarakat asing dengan dasar non-diskriminasi.  Lihat juga pembukaan dan pasal 3 Kerangkakerja PBB konvensi mengenai perubahan iklim (1992); dan pasal 10 (2) (e) Konvensi PBB mengenai Combat Desertification in countries experiencing serious drought and/or desertification, khususnya di afrika (1994), Dalam tahun-tahun belakangan ini,  jumlah Negara yang mengubah konstitusi dan memperkenalkan undang-undang yang menerima hak khusus masyarakat terasing meningkat.


� Lihat Komentar Umum No. 13 para 43


� Lihat Komentar Umum No. 3 para 9 ; Komentar Umum No. 13 para 44


� Lihat Komentar Umum No. 3 para 9; Komentar Umum No. 13 para 45


� Menurut komentar umum no. 12 dan 13, kewajiban pemenuhan mencakup kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk menyediakan.  Dalam komentar umum ini, kewajiban pemenuhan mencakup kewajiban untuk berpromosi karena kepentingan yang sangat utama mengenai promosi kesehatan yang merupakan pekerjaan WHO dan dimana saja


� Resolusi Majelis Umum 46/119 (1991)


� Elemen kebijakan tersebut tersebut adalah identifikasi, determinasi, otorisasi, dan pengendalian materi, peralatan, substansi, zat kimia, dan proses pengerjaan yang berbahaya;  ketentuan mengenai informasi kesehatan bagi tenaga kerja dan ketentuan, jika dibutuhkan, mengenai peralatan dan pakaian pelindung; penegakan hukum dan perundang-undangan melalui pemeriksaan yang cukup;  persyaratan pernyataan penyakit dan kecelakaan kerja, tindakan pengenalan pada penyakit dan kecelakaan yang serius, dan produksi statistic regular; perlindungan tenaga kerja dan perwakilannya dari langkah-langkah disiplin bagi tindakan yang sepatutnya diambil oleh mereka sesuai dengan kebijakan tersebut; dan ketentuan pelayanan kesehatan kerja dengan fungsi preventif yang esensial.  Lihat Konvensi ILO mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, 1981 (n0. 155) dan konvensi pelayanan kesehatan kerja 1985 (no.161)


� Pasal II, Deklarasi Alma-ata, laporan konferensi internasional mengenai pelayanan kesehatan primer,  Alma-ata, 6-12 september 1978, dalam: WHO,seri ” kesehatan bagi semua” no. 1, WHO, Jenewa, 1978


� Lihat Para 45 KOmentar umum ini


� Laporan konferensi internasional populasi dan pembangunan, Kairo, 5-13 september 1994 (united nations publication, sales no. E.95 XIII. 18) bab I. resolusi I, annex. Cahps VII dan VIII


� Konvensi pasal 2.1


� Tidak memperdulikan apakah suatu kelompok tertentu dapat mencari suatu ganti rugi sebagai pemegang hak yang berbeda, Negara terikat oleh dimensi kolektif dan individual sesuai pasal 12.  Hak kolektif sangat pentinf dalam lapangan kesehatan.  Kebijakan kesehatan public yang modern bertitik berat pada perlidungan dan promosi yang dilakukan dengan pendekaan secara langsung dan mendasar pada suatu kelompok


� Lihat Komentar Umum No. 2 para 9
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